LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)

Tahun Sidang . 2017-2018

Masa Persidangan : IV

Rapat ke- »21

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal
Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

Sifat Rapat . Terbuka

Hari/Tanggal . Selasa, 24 April 2018

Waktu : 13.00 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR R,
Senayan, Jakarta

Acara : Monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan nasional

Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.

Sekretaris Rapat . Drs. Budi Kuntaryo

Hadir . A. 34 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI;

B. Hadir Pemerintah:

1. Ir. Bambang, MM. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian);

2. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);

3. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan

4. Ir. Sudarsono, MM. (Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

beserta jajarannya

. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dengan agenda monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan
perkebunan nasional pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, dibuka pukul 13.00 WIB oleh
Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mewajibkan semua perusahaan
perkebunan sawit nasional untuk mengurus kelengkapan sertifikat ISPO (Indonesian
Sustainable Palm Oil System), sehingga dapat meningkatkan daya saing minyak sawit
Indonesia di pasar sawit dunia, jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi IV DPR Rl meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersinergi
dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional berkaitan dengan perkebunan sawit rakyat, agar program Tanah Objek
Reforma Agraria (TORA) terkait dengan kebun sawit rakyat tepat sasaran diberikan kepada
masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar menyampaikan data dan informasi koorporasi
dan/atau perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat yang melanggar kawasan hutan.

Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas
perusahaan perkebunan sawit illegal yang melakukan usaha perkebunan di dalam kawasan
hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian untuk
menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di dalam dan di sekitar kawasan hutan sesuai
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal.

Komisi IV DPR RI akan mengundang Komite Pengarah dan Badan Pengelola Dana
Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum untuk membahas
pengelolaan dana perkebunan.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.
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